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BUPATI SUMBA TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON
FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SUMBA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBA TENGAH,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat
(1) Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba
Tengah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan
Pendidikan Formal dan Non Formal pada Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Sumba Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk
Peraturan Bupati tentang Pembentukan,
Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan
Formal dan Non Formal pada Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Tengah;

Menimbang : a.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 325,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4301);

Mengingat : 1.

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4679);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); ‘/
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4.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik [Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyvelenggara Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi
Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi  Satuan

Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan
Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia
Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1453 Tahun

2016 tentang Petunjuk Teknis Satuan Pendidikan
Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor
4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah

(Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun
2016 Nomor 4); L/
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12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor
o Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
{Lembaran Daerah Kabupaten Qumba Tengah Tahun
2016 Nomor 9},

MEMUTUSKAN:

e ; . TRAN  BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN,
RS :;?W?T;"k AN SQUSUNAN ORGANTSAST DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUUAN

PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL PADA DINAS

PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN

SUMBA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Tengah.

2 Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah  dan
Perangkat Daerah sebagai unsur Pemerintah Daerah
vang memumpin pelaksanaan urusan Pemernntahan yang
memjadi Kewenangan Dacrah Otonom.

3. Bupat adalah Bupati Sumba Tengah.

“ Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Sumba Tengah.

5 Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Sumba Tengah.

6. Unit Peclaksana Teknis Daerah yang selanjutnya

disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah

pada Dmas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Sumba Tengah.

Satuan Pendidikan adalah Satuan Pendidikan Formal

dan Non Formal pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Sumba Tengah

8. Rkelompok Jdabatan Pungswonal adalah sejumlah tenaga
dalam jenjang jabatan fungswnal yang wrbagl dalam
kelompok sesua dengan bedang keahliannya.

-

BAB I}
PEMBENTUKAN

Pasal 2

ih Dcngan Peraturan Bupatu i dibentuk UPTD Satuan
l_‘m‘ld?dmwa Formal dan Non Formal pada Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Sumba

Tengah. p
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(2) UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis
operasional bidang Pendidikan Formal dan Non Formal
pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Sumba Tengah.

(3) UPTD Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), terdiri dari
a. TK (Taman Kanak-Kanak)

1) TK Negeri Anakalang;
2) TK Negeri Waihibur;
3) TK Negeri Laimajori;
b. 8D (Sekolah Dasar)
1) 8D Inpres Gallu Madamu;
2) SD Inpres Lailori;
3) SD Negeri Anakalang:
4) 8D Negeri Laimajori;
5) SD Negen Waisumar;
6) SD Inpres Taupopu;
7) SD Negeri Dameka;
&) SD Negen Liangu Dowu;
9) 8D Negen Maloba,
10) SD Negen Manurara;
11) SD Negen Pantai Maloba;
12) SD Negeri Taman Mas;
13) SD Inpres Loku Lalang;
14) SD Inpres Waicimung;
15) SD Inpres Yerara;
16) SD Negeni Alanga;
17) SD Negeri Anarita;
18) SD Negeri Karunggu Wacu:
19) SD Negeni Mangacu Api;
20) SD Negeri Ngadu Mbolu:
21) 8D Negen Pahar;
22) 8D Negeri Paleti;
23) SD Negeni Praimahala;
2?’ SD Negen Ulapambapang;
25) SD Negeri Waimory;
206) SD Negeni Waiurane:
27) SD Inpres Madidi Pilax du-
28) 8D Inpres Pidy Wacu; =
29) SD Inpres Um; :
g Pres Uma Pachi;
30) bl? Inpres w&ka,iautgu;
31) 8D Negeri Alala;
32) 8D Negen Kapalas;
::?, ::: ;:b.‘:“ :iux:\mm Rowa;
35) 8D .Nc:.;.:: . C;
36) SD Newer, l:tﬂubu.
B gu Labu;
37) SD Negeri 1
38) SD Negen
39)8SD N

dia TU)"d;
Wauhibur;
cgen W'diumngu; I
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40) SD Negeri Wee Nibau;
41) SD Inpres Bina Watu;
42) SD Inpres Parai Kamaru;
43) SD Inpres Sawi Rara; :
44) SD Negeri Kambera Laja;
45) SD Negeri Paraiwunga;
46) SD Negeri Tama Desa;
47) SD Negeri Watu Lade;
48) SD Negeri Wee Paboba;
49) SD Negeri Wee Pabowi,
c. SMP (Sekolah Menengah Pertama)
1) SMP Negeri 1 Waibakul;
2) SMP Negeri 4 Waibakul;
3) SMP Negeri Satu Atap Lailori;
4) SMP Negeri 2 Waibakul;
5) SMP Negeri 3 Waibakul;
6) SMP Negeri 5 Waibakul;
7) SMP Negeri Satap Pantai Maloba;
8) SMP Negeri Satap Taman Mas;
9) SMP Negeri 1 Umbu Ratu Nggay;
10) SMP Negeri 2 Umbu Ratu Nggay;
11) SMP Negeri 3 Umbu Ratu Nggay;
12) SMP Negeri 4 Umbu Ratu Nggay;
13) SMP Negeri 5 Umbu Ratu Nggay;
14) SMP Negeri 6 Umbu Ratu Nggay;
15) SMP Negeri Satap Alanga;
16) SMP Negeri Satap Ngadu Mbolu;
17) SMP Negeri Satap Praimahala;
18) SMP Negeri 1 Umbu Ratu Nggay Barat;
19) SMP Negeri 2 Umbu Ratu Nggay Barat;
20) SMP Negeri 3 Umbu Ratu Nggay Barat;
21) SMP Negeri Satap Karanggi Rowa;
22) SMP Negeri Satap Uma Paohi;
23) SMP Negeri Satap Waikajanga;
24) SMP Negeri 1 Mamboro;
25) SMP Negeri 2 Mamboro;
26) SMP Negeri 3 Mamboro;
27) SMP Negeri Satap Sawirara;
28) SMP Negeri Satu Atap Watu Lade;
29) SMP Satap Kambera Laja;
(4) UPTD Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah Sanggar Kegiatan Belajar

(SKB). k/
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BAB 111
KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) UPTD Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal pada
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Sumba Tengah dipimpin oleh Kepala UPTD yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas.

(2) Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal
merupakan jabatan fungsional yang diberi tugas
tambahan sebagai kepala satuan pendidikan formal.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional adalah pejabat fungsional
pamong belajar yang diangkat dalam jabatan fungsional
Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Formal dan
Non Formal terdiri dari :

a. Kepala UPTD; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Bagan Struktur Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Formal
dan Non Formal sebagaimana tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Kepala UPTD Satuan
Pendidikan Formal dan Non Formal dan kelompok jabatan
fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,
sinkronisasi, dan simplikasi serta komunikasi baik dalam
lingkup masing-masing maupun antara satuan organisasi di
lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain
diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya

masing-masing. l /

Dipindai dengan CamScanner
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BAB VI
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
KEPALA UPTD SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Pasal 7

(1) Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal
mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan,
merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan, membina,
mengendalikan, mengevaluasi serta pelaporan kegiatan
teknis operasional Satuan Pendidikan Formal dan Non
Formal.

(2) Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal
dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. perumusan, penerapan dan pengelolaan visi, misi
dan tujuan Satuan Pendidikan Formal dan Non
Formal,

b. penyusunan rencana kerja Satuan Pendidikan
Formal dan Non Formal;

c. penetapan kebijakan mutu pemenuhan standar dan
keunggulan Satuan Pendidikan Formal dan Non
Formal;

d. pengoordinasian kegiatan pengelolaan  belajar
mengajar Satuan Pendidikan Formal dan Non
Formal;

e. pengelolaan administrasi ketatausahaan, kesiswaan,
ketenagaan, sarana dan prasaran dan keuangan
Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal;

f. pengelolaan sistem jaminan mutu Satuan Pendidikan
Formal dan Non Formal,

g. pengelolaan 6 K (Keamanan, Kebersihan, Ketertiban,
Keindahan, Kerindangan dan Kekeluargaan) Satuan
Pendidikan Formal dan Non Formal;

h. pengevaluasian dan pelaporan proses belajar
mengajar Satuan Pendidikan Formal dan Non
Formal; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas teknis UPTD dibidang keahlian
masin-masing. L/
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Pasal O

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaithsns ehnvand
pada pasal 8, terdiri dati sejurnlaby teniaga Gatact yorang
Jabatan  Fungsional  yang  terbagy  dalart bartaga
kelompok sesuni dangan bidang keahliansys,

(2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukar
kebutuhan dan beban kerja, :

(3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsiemal diatir ses0z !
dengan ketentuan peraturan perundang undatyso. |

bt t vt v

BAE VI
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas UFTT
dibebankan pada Anggaran Pendapatan Felanja  [aeran
Kabupaten Sumba Tengah serta sumber lain yang sah dzv

tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanniya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 20 Lgnstis 2013

BUPATI SUMBA ’I’ENGA!!7

o C_dowarty

PAULUS 8. K. LIMU

Diundangkan di Waibakul
pada tanggal 21 Apaotus 2019

EKRETARIS DAERAH,

-4

UMBU EDA PAJANGU

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR : 24
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH

NOMOR : 24
TANGGAL @ 20 AQUSTUS 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI

DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL PADA
DINAS  PENDIDIKAN, PEMUDA DAN  OLAHRAGA

KABUPATEN SUMBA TENGAH.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

KEPALA UPTD
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
Keterangan :
Garis Komando

BUPATI SUMBA TENGAH,

" | Capamy -

PAULUS S. K. LIMU
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